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PENYELESAIAN SENGKETA DATA FISIK SERTIFIKAT TANAH DI 
KANTOR PERTANAHAN 
(Studi Kasus di Badan Pertanahan Nasional Karanganyar) 
 
Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah: a) Untuk mengetahui terjadinya sengkata data fisik 
sertifikat tanah di kantor pertanahan karanganyar; b) Untuk mengetahui upaya 
penyelesaian sengketa data fisik sertifikat tanah di kantor pertanahan karanganyar. 
Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dan sifat penelitian ini adalah 
deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah: a) Terjadinya Sengketa Data 
Fisik Sertifikat Tanah Di Kantor Pertanahan Karanganyar Perumnas menganggap 
batas tanah lurus, tetapi kenyataan di lapangan menjadi tidak lurus dan kelebihan 
tidak lurus ditanami oleh Bapak Paidi. Perumnas menegur Bapak Paidi untuk 
mengembalikan batas semula sesuai dengan batas sertifikat masing-masing; b) 
Upaya Penyelesaian Sengketa Data Fisik Sertifikat Tanah Di Kantor Pertanahan 
Karanganyar dengan mediasi yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten 
Karanganyar menggunakan pendekatan secara persuasif dengan mengedepankan 
prinsip asas keadilan, akan tetapi pihak Bapak Paidi tidak hadir walaupun telah 
dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali maka kasus dilanjutkan di pengadilan. 
Kata Kunci: pendaftaran tanah, sengketa tanah, penyelesaian secara mediasi 
Abstract 
The objectives of this study are: a) To determine the occurrence of disputes in 
physical data on land certificates at the karanganyar land office; b) To find out the 
effort to resolve the land certificate physical dispute in the karanganyar land 
office. The research method used with the approach used in this study is an 
empirical juridical approach and the nature of this research is descriptive. The 
results of the research are: a) Disputes in Physical Data Land Certificates In the 
Karanganyar Land Office Perumnas considers land boundaries to be straight, but 
the reality on the ground is not straight and the advantages are not straight planted 
by Mr Paidi. Perumnas rebuked Mr Paidi for returning the original limit in 
accordance with the respective certificate limits; b) Dispute Settlement Physical 
Data Efforts At the Karanganyar Land Office with intermediation carried out by 
the Karanganyar Regency Land Office using a persuasive approach by prioritizing 
the principle of justice, however the Bpaak Paidi is not present even though 2 
times have been called, the case is continued in court. 
Key words: land registration, land disputes, mediation settlement 
1. PENDAHULUAN  
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan pengertian mengenai tanah, 
yaitu permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali. Pengertian tanah 
diatur dalam Pasal 4 UUPA dinyatakan sebagai berikut :“Atas dasar hak 
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menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya 
macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat 
diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-
sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.” 
 Dengan demikian, yang dimaksud istilah tanah dalam Pasal di atas ialah 
permukaan   bumi. Makna permukaan bumi sebagai bagian dari tanah yang dapat 
dihaki oleh setiap orang atau badan hukum. Oleh karena itu, hak-hak yang timbul 
di atas hak atas permukaan bumi (hak atas tanah) termasuk didalamnya bangunan 
atau benda-benda yang terdapat di atassnya merupakan persoalan hukum. 
Persoalan hukum yang dimaksud adalah persoalan yang berkaitan dengan 
dianutnya asas-asas yang berkaitan dengan hubungan antara tanah dengan 
tanaman dan bangunan yang terdapat diatasnya (Supriadi, 2007). 
 Kerena hal itu, maka setiap perbuatan hukum yang berhubungan dengan 
tanah, misalnya pembuatan sertifikat tanah, diperlukan suatu instansi yang 
mengurusnya, seperti camat, PPAT dan BPN, supaya tidak terjadinya peristiwa 
hukum dalam penggunaan hak atas tanah, seperti banyak terjadi di Indonesia. 
 Untuk mengatur mengenai tanah tersebut pemerintah telah mengeluarkan 
peraturan antara lain dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. 
 Kepemilikan tanah ditandai adanya dengan Hak Milik, menurut Pasal 20 
Undang-Undang Pokok Agraria mengatakan bahwa Hak Milik adalah Hak turun 
temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan 
mengingat ketentuan dalam Pasal 6 (semua hak atas tanah mempunyai fungsi 
sosial). Penjelasan Pasal 20 UUPA ini menuturkan mengenai sifat Hak milik itu 
adalah turun temurun maksudnya bahwa Hak Milik atas tanah terebut tidak hanya 
berlangung selama hidup pemegang Hak Milik atas tanah, tetapi juga dapat 
dilanjutkan oleh ahli warisnya apabila pewaris meninggal dunia, oleh karena itu 
Hak Milik jangka waktunya tidak terbatas.. Adapun yang membedakannya 
dengan hak-hak lainnya yaitu Hak milik adalah Hak yang “terkuat dan terpenuh” 
yang dapat dipunyai orang atas tanah (Parlindungan, 1986). 
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 Untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum terhadap pemegang 
hak atas tanah, maka pemerintah menyediakan suatu lembaga baru yang 
dahulunya tidak dikenal dalam hukum adat yaitu lembaga pendaftaran. 
Dilakukannya Pendaftaran tanah sangat berguna bagi pemegang hak atas tanah 
terutama untuk memperoleh bukti kepemilikan hak milik, dengan demikian 
dikeluarkannya sertifikat hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian 
yang kuat. 
 Dalam rangka menjamin kepastian hak dan kepastian hukum atas tanah, 
UUPA telah menggariskan adanya keharusan untuk melaksanakan pendaftaran 
tanah di seluruh Indonesia, sebagaimana diamanatkan Pasal 19 UUPA (Andayani, 
2016). Pasal tersebut mencantumkan kerentuan-ketentuan umum dari pendaftaran 
tanah di Indonesia.  
 Sebagai penyempurna dari peraturan sebelumnya, Pemerintah 
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah. Adapun tujuan dari pendaftaran tanah menurut Pasal 3 Peraturan 
Pemerintah Tahun 1997. 
 Melihat fungsi sertifikat tanah adalah sebagai alat bukti yang kuat dan 
memberikan suatu kepestian hukum terhadap kepemilikan atau penguasaan suatu 
bidang tanah oleh badan hukum, maka pemegang sertifikat tanah akan berusaha 
untuk menjaga sertifikat tanah tersebut dengan baik. 
 Dalam praktinya terdapat beberapa masalah dalam penerbitan sertifikat 
hak atas tanah. Permasalahan yang timbul antara lain adanya kesalahan di bagian 
data fisik mengenai pengukuran yang timbul akibat kesalahan dari pihak pemilik 
tanah yang tidak memberikan batasan atau patokan secara jelas mengenai tanah 
yang dimilikinya. 
 Berdasarkan latar belakang masalah diatas dan mencermati hal-hal yang 
mungkin timbul dari segala permasalahan diatas, maka penelitian hukum ini 
penulis memilih judul, “Penyelesaian Sengketa Data Fisik Sertifikat Tanah Di 
Kantor Pertanahan (Studi Kasus di Badan Pertanahan Nasional Karanganyar)”. 
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2. METODE  
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
yuridis empiris.Yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau peraturan 
perundang-undangannya.Sedangkan empiris yaitu mengkaji pada kenyataan yang 
ada terhadap adanya sengketa data fisik sertifikat tanah di kantor Badan 
Pertanahan Nasional Karanganyar.Penelitian ini bersifat deskriptif, karena 
bermaksud menggambarkan dan menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan 
objek yang diteliti, yaitu sengketa data fisik sertifikat tanah di kantor Badan 
Pertanahan Nasional Karanganyar  
3. HASIL DANPEMBAHASAN 
3.1 Terjadinya sengketa data fisik sertifikat tanah di kantor pertanahan 
Karanganyar 
Hak milik atas tanah dapat terjadi melalui tiga cara sebagaimana disebutkan 
dalam Pasal 22 UUPA. Hak milik atas tanah terjadi dengan jalan pembukaan 
tanah (pembukaan hutan) atau terjadi karena timbulnya lidah tanah. Pembukaan 
tanah adalah pembukaan tanah (pembukaan hutan) yang dilakukan secara 
bersama-sama dengan masyarakat Hukum Adat yang dipimpin oleh ketua adat. 
Sedangkan lidah tanah adalah pertumbuhan tanah di tepi sungai, danau, atau laut, 
tanah yang tumbuh demikian itu dianggap menjadi kepunyaan orang yang 
memiliki tanah yang berbatasan, karena biasanya pertumbuhan tersebut sedikit 
banyak terjadi karena usahanya. Dengan sendirinya terjadinya hak milik secara 
demikian itu juga melalui suatu proses pertumbuhan yang memakan waktu. 
Hak milik atas tanah yang terjadi disini semula berasal dari tanah negara. 
Hak milik atas tanah ini terjadi karena permohonan pemberian hak milik atas 
tanah oleh pemohon dengan memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah 
ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).  Hak milik atas tanah ini 
terjadi karena undang-undanglah yang menciptakannya, sebagaimana yang diatur 
dalam Pasal I, Pasal II, dan Pasal VII ayat (1) Ketentuan-ketentuan Konversi 
UUPA. 
 Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01 Jeruk Sawit, terletakdi 
Dukuh Ploso Kerep, Desa Jeruk Sawit, Kecamatan Godangrejo, Kabupaten 
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Karanganyar Provinsi Jawa Tengah bedasarkan sertifikat hak guna usaha 
merupakan milik Perumnas dengan luas 794 m
2
. Tanah tersebut merupakan 
bagian dari Hak Milik atas tanah terjadi karena penetapan pemerintah dimana 
tanah ini terjadi karena permohonan pemberian hak milik atas tanah oleh 
pemohon dengan memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan oleh 
Badan Pertanahan Nasional (BPN). 
 Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sertifikat adalah 
surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c 
UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan 
rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam 
buku tanah yang bersangkutan. Oleh karena itu, menurut Pasal 19 ayat (2) huruf c 
UUPA sertifikat merupakan suatu surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat 
bukti yang terkuat.  
 Untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah, diharuskan melakukan 
pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan. Yang dimaksud dengan pendaftaran 
tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus 
menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi  pengumpulan , pengolahan, 
pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam 
bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, 
termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang 
sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu 
yang membebaninya (Eric, 2013). 
 Pendaftaran atas bidang tanah dilakukan agar mendapatkan kepatian 
hukum bagi pemegang hak atas tanah maupun pihak lain yang berkepentingan 
dengan tanah. Dengan telah melakukan pendaftaran dan mendapatkan sertifikat, 
pemegang hak atas tanah memiliki bukti yang kuat atas tanah tersebut (Santoso, 
2010). Demikian dinyatakan juga fungsi sertifikat dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c 
UUPA, karena itu siapapun dapat dengan mudah membuktikan dirinya sebagai 
pemegang hak atas tanah bila telah jelas namnaya tercantum dalam sertifikat itu. 
Selanjutnya dapat membuktikan mengenai keadaan-keadaan dari tanahnya itu 
misalnya luas, batas-batas, ataupun segala sesuatu yang berhubungan dengan 
bidang tanah dimaksud. 
 6 
 Sertifikat hak atas tanah merupakan salinan buku tanah atau dokumen 
dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu objek 
pendaftaran yang sudah ada haknya dan kemudian dijilid menjadi satu dengan 
sampul yang telah ditetapkan bentuknya, sehingga terciptalah sertifikat hak atas 
tanah. Jelaslah apabila seseorang memiliki sertifikat hak atas tanah akan merasa 
terjamin akan kepastian hak atas tanah yang dimilikinya, sebab apabila terjadi 
pelanggaran atas tanah hak miliknya maka pemilik tanah dapat menuntut haknya 
kembali. 
3.2 Upaya penyelesaian sengketa data fisik sertifikat tanah di kantor 
pertanahan Karanganyar 
Ketentuan Pasal 23c Peraturan Presiden RI No.10 Tahun 2006 tentang Badan 
Pertanahan Nasional, yang mengatakan bahwa Deputi Bidang Pengkajian dan 
Penanganan Sengketa dan Konflik pada Badan Pertanahan Nasional 
menyelenggarakan fungsi pelaksanaan alternatif penyelesaian masalah , sengketa 
dan konflik pertanahan melalui bentuk mediasi ,fasilitasi dan lainnya. Ketentuan 
Pasal 23 Peraturan Presiden No.10 Tahun 2006 merupakan kebijakan pemerintah 
untuk menggunakan mediasi sebagai salah satu cara untuk penyelesaian sengketa 
pertanahan. Sebelumnya pendekatan yang dilakukan denga musyawarah dan 
mufakat untuk penyelesaan sengketa pertanaahan yangdilakukan oleh Badan 
Pertanahan Nasional.Penggunaan mediasi baru secaraeksplisit ituangkan dalam 
Peraturan Presiden No.10 tahun 2006, tidak ada ketentuan hukum yang rinci 
tentang penggunaan mediasi dalam konteks sengketa pertanahan.Ketentuan yang 
ada hanaya Petunjuk Teknis yang diterbitkan oleh badan pertanahan nasional 
No.05/Juknis/D.V/2007 tentang mekanisme pelaksanaanMediasi. Salah satu 
Undang-Undang yang menjadi dasar adalah Undang-Undang No.30 tahun 1999 
tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa, dalam undang-undang ini 
secara tegas mengatur bahwa penggunaan arbitrase maupun alternative 
penyelesaian sengketa bersifat sukarela, dengan demikian penggunaan mediasai 
untuk sengketa pertanahan juga bersifat suka rela.  
Untuk tujuan operasional sengketa pertanahan dibedakan menjadi tiga 
jenis yaitu : a) Sengketa pertanahan, yaitu sengketa Pertanahan yang para 
pihaknya terdiri dari perorangan atau kelompok; b) Konflik Pertanahan,yaitu 
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Sengketa Pertanahan yang melibatkan antara pemerintah, institusi atau kelompok 
masyarakat adat melawwan kelompok warga masyarakat secara missal; c) Perkara 
Pertanahan, yaitu sengketa pertanahan yang prosesnya sudah melalui persidangan 
di pengadilan dan selanjutnya ditanggani oleh Badan Pertanahan nasional.  
Pasal 29 Peraturan Presiden No.63 tahun 2013 mengatur tugas Keduputian 
V yang membidangi pengkajian dan Penyelesaian Sengketa dan Konflik 
pertanahan, yaitu; Perumusan kebijakan teknis, pemetaan Masalah sengketa 
tanah, penanganan masalah, sengketa dan konflik secara hukum atau non hokum, 
penanganan perkara pertanahan, pelaksanaan alternative penyelesaian masalah 
tanah melalui mediasi, pelaksanaan Putusan Pengadilan, penyiapan surat 
pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang/badan hukum dengan 
tanah sesuai peraturan perundang-undangan, pelaksanaan Pengelolaan informasi, 
pelaksanaan Pemberian bantuan Hukum, dan pelaksanaan tugas lain yang 
diberikan oleh Kepala BPN RI.  
Pasal 39 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan (PERKABAN) No.3 
tahun 2011 menyebutkan, sebelum keputusan penyelesaian ditetapkan dilakukan 
gelar perkara, setelah itu baru dilakukan mediasi dengan para pihak yang 
bersengketa.di tingkat kanwil BPN , penyelesaian sengketa termasuk kedalam 
bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan. 
Dengan diterbitkannya Perkaban No. 11 Tahun 2016, Mediasi digunakan 
sebagai mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan oleh BPN.Di dalam Pasal 4 
Perkaban No. 11 Tahun 2016 dasar penyelesaian dibedakan berdasarkan 
datangnya laporan.Dalam hal ini, laporan dapat berasal dari “Inisiatif 
Kementerian” atau “Pengaduan Masyarakat”. Kementerian (BPN) akan 
melakukan inisiatif untuk menyekesaikannya jika permasalahan tanah tersebut 
memiliki unsur sebagai berikut : a) menjadi perhatian masyarakat; b) melibatkan 
banyak pihak; c) mempunyai nilai yang tinggi baik dari segi sosial, budaya, 
ekonomi, kepentingan umum, pertahanan dan keamanan; dan/atau d) permintaan 
instansi yang berwenang atau penegak hukum. 
Terhadap 2 mekanisme laporan ini dibedakan masing-masing dalam 
proses administrasi dan pencatatan penanganan aduan yang masuk. Namun 
selanjutnya setelah temuan dan aduan tersebut diregister tidak terdapat 
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perbedaan.Selanjutnya terhadap “temuan dan aduan” yang masuk dilaksanakan 
analisa secara mendalam untuk mengukur dan mengetahui apakah kasus 
pertanahan ini menjadi kewenangan BPN atau bukan (Pasal 11 Ayat (1) dan (2). 
 Analisa secara mendalam ini dilakukan karena terdapat pemisahan 
kewenangan penanganan sengketa atau konflik oleh BPN dan instansi lain. Dalam 
hal Sengketa dan Konflik merupakan kewenangan Kementerian atau BPN, 
pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani Sengketa, Konflik dan Perkara 
melaporkan hasil pengumpulan data dan hasil analisis sebagaimana kepada 
Kepala Kantor Pertanahan. Sedangkan apabila Sengketa dan Konflik bukan 
merupakan kewenangan BPN dan menjadi kewenangan instansi lain, maka 
pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani Sengketa, Konflik dan Perkara 
menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada pihak pengadu. Penyelesaian 
Sengketa dan Konflik diserahkan kepada pihak pengadu, namun BPN dapat 
mengambil inisiatif untuk memfasilitasi penyelesaian Sengketa atau Konflik 
melalui Mediasi. 
Proses mediasi dimulai dengan adanya laporan pengaduan dari masyarakat 
dalam bentuk permohonan Mediasi yang disampaikan kepada Kepala Kantor 
Pertanahan Kabupaten Karanganyar melalui loket penerimaan. Selanjutnya 
Permohonan Mediasi tersebut diteruskan kepada subseksi Penanganan Sengketa, 
Konflik dan Perkara Pertanahan dengan Disposisi dari Pimpinan Kantor untuk 
melakukan penyelesaian kasus yang diadukan tersebut.Kegiatan Mediasi 
dilaksanakan berdasarkan persetujuan dari para pihak yang bersengketa sesuai 
dengan Pasal 38 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang 
Penyelesaian Kasus Pertanahan menyatakan bahwa: “Apabila para pihak bersedia 
untuk dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1), maka 
mediasi dilaksanakan berdasarkan prinsipmusyawarah untuk mufakat bagi 
kebaikan semua pihak”. Proses atau tahapan penyelesaian sengketa tanah melalui 
mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dimana Kantor Pertanahan 
Kabupaten Sukoharjo sebagai mediator dilakukan sebagai berikut: 
Mediasi pertama bertempat diruang rapat kantor Pertanahan Kabupaten 
Karanganyar yaitu dengan agenda pemanggilan pihak pengadu atau pihak 
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pelapor. Mediator kemudian menanyai maksud dan tujuan dari pengajuan mediasi 
yang diajukan dari pihak pengadu untuk mengumpulkan informasi awal 
(kaukus).Kemudian pihak pengadu menjelaskan maksud dan tujuannya tersebut, 
sehingga mediator dapat memperoleh data yang nantinya dijadikan bahan untuk 
dapat menemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Sesuai dengan Pasal 
40 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang 
Penyelesaian Kasus Pertanahan, Hasil sidang mediasi pertama tersebut kemudian 
dituangkan kedalam Berita Acara Mediasi yang ditulis oleh notulen. 
Sidang mediasi keduabertempat diruang rapat kantor Pertanahan 
Kabupaten Karanganyar menindaklanjuti mediasi pertama. Sidang mediasi kedua 
ini adalah pemanggilan pihak terlapor atau pihak teradu.Mediator menjelaskan 
kepada pihak teradu tentangaduan dari pihak pengadu. Kemudian mediator 
menggali informasi dari apa yang diutarakan oleh pihak teradu untuk memperoleh 
data. Sehingga mediator mempuyai data dari informasi yang diberikan oleh pihak 
pengadu dan pihak teradu.Dari informasi tersebut mediator menarik kesimpulan 
sehingga diperoleh jalan keluar dari permasalahan yang diadukan tersebut. 
Setelah menggali informasi awal (kaukus) dari para pihak, selanjutnya 
mediator memanggil kedua belah pihak untuk menghadiri sidang mediasi ketiga 
untuk menyelesaikan permasalahan yang diadukan.Pada sidang ketiga mediator 
sudah mempunyai data yang diperoleh dari keterangan para pihak.Data tersebut 
meliputi data yuridis dan data fisik. Data yuridis berkaitan dengan permasalahan 
yang diadukan sedangkan data fisik berupa denah lokasi tanah yang 
disengketakan dan lain-lain.Sidang mediasi ketiga tersebut dapat menemukan titik 
akhir yang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu; 
3.2.1 Sepakat untuk sepakat (damai) 
Sepakat untuk sepakat maksudnya adalah para pihak sepakat untuk 
berdamai dan menyepakati hasil dari mediasi yang disarankan oleh 
mediator. Dengan kata lain mediasi yang dilakukan oleh Kantor 
Pertanahan berhasil.Setelah sepakat untuk berdamai, para pihak dan 
mediator meninjau atau pemeriksaan lokasi tanah yang dijadikan sengketa. 
Pemeriksaan lokasi ini bisa dilakukan sebelum sidang mediasi ketiga bisa 
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juga dilakukan setelah sidang mediasi ketiga tergantung dari kesepakatan 
para pihak yang bersengketa.Setelah melakukan pemeriksaan lokasi, 
karena para pihak bersepakat untuk berdamai kemudian dibuat perjanjian 
perdamaian. Hal ini sesuai dengan Pasal 41 Ayat (1) dan Ayat (2) 
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian 
Kasus Pertanahan yaitu sebagai berikut: Dalam hal mediasi menemukan 
kesepakatan, dibuat Perjanjian Perdamaian berdasarkan berita acara 
mediasi yang mengikat para pihak. Perjanjian Perdamaian tersebut 
didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat sehingga 
mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
3.2.2 Sepakat untuk tidak sepakat 
Sepakat untuk tidak sepakat artinya bahwa para pihak menolak saran dari 
mediator dengan kata lain, mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan 
Kabupaten Sukoharjo gagal.Dalam hal mediasi tidak menemukan titik 
terang atau jalan keluar, mediator memberikan rekomendasi kepada para 
pihak untuk menyelesaiakan permasalahan atau sengketa tanah tersebut di 
Pengadilan Negeri setempat.Sesuai dengan Pasal 42 Ayat (1) Peraturan 
Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus 
Pertanahan menyatakan bahwa : Dalam hal salah satu pihak menolak 
untuk dilakukan mediasi atau mediasi batal karena sudah 3 (tiga) kali tidak 
memenuhiundangan atau telah melampaui waktu sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 38 Ayat (2), Kepala Kantor Pertanahan membuat surat 
pemberitahuan kepada pihak pengadu bahwa pengaduan atau mediasi telah 
selesai disertai dengan penjelasan. 
Dalam lingkup hukum formal, penyelesaian sengketa tanah melalui 
mediasi diatur dalam Pasal 6 hingga Pasal 42 Peraturan Menteri Agraria dan Tata 
Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 
2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Kantor Pertanahan yang sejatinya 
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agraria atau 
pertanahan, berwenang untuk menyelesaikan sengketa tanah sesuai dengan 
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Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus 
Pertanahan. Penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan 
yaitu penyelesaian melalui mediasi, dimana dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan 
Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 
Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan 
menyebutkan bahwa penyelesaian kasus Pertanahan bertujuan untuk memberikan 
kepastian hukum dan keadilan mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan 
pemanfaatan tanah. 
Terhadap sengketa-sengketa selain yang men-jadi kewenangan BPN, 
penyelesaiannya melalui mediasi dapat ditempuh apabila para pihak bersedia 
untuk dilakukan mediasi, dan mediasi dilaksanakan berdasarkan musyawarah 
untuk mufakat untuk kebaikan para pihak.Dalam ketentuan Pasal 37 Ayat (2) 
disebutkan, jika salah satu pihak menolak untuk dilakukan Mediasi maka 
penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Demikian pula disebut dalam Pasal 39 Ayat (3) dan (4), 
jika Mediasi tidak dapat dihadiri oleh salah satu pihak yang berselisih, 
pelaksanaannya dapat ditunda agar semua pihak yang berselisih dapat hadir. 
Apabila setelah diundang 3 (tiga) kali secara patut, pihak yang berselisih tidak 
hadir dalam Mediasi, maka Mediasi batal dan para pihak dipersilahkan 
menyelesaikan Sengketa atau Konflik sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
Mediasi yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar 
menggunakan pendekatan secara persuasif dengan menitikberatkan pada winn-
win solution untuk kedua pihak dengan mengedepankan prinsip asas keadilan. 
Pendekatan secara persuasif dibuktikan dengan Kantor Pertanahan Kabupaten 
Sukoharjo melakukan pendekatan dengan pemanggilan para pihak secara terpisah, 
tujuannya adalah untuk mengetahui kemauan masing-masing pihak yang 
bersengketa, para pihak diberikan kesempatan secara transparan untuk 
mengajukan pendapatnya mengenai permasalahan tersebut akan tetapi pihak 
Bpaak Paidi tidak hadir walaupun telah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali. 
Kemudian Kantor Pertanahan melakukan penelitian lapangan untuk membuktikan 
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kebenaran data yang diberikan para pihak.Setelah diperoleh kebenaran data para 
pihak dipertemukan dan mencari jalan keluar. Output dari mediasi ini adalah 
mediasi yang dilakukan tersebut mengalami kegagalan dan pihak Perumnas 
berusaha untuk melakukan mediasi selanjutnya, dan jika mengalami kegagalan 
lagi maka pihak Perumnas akan menempuh jalur hukum. 
 
4. PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
4.1.1 Terjadinya sengketa data fisik sertifikat tanah di kantor pertanahan 
Karanganyar 
Terjadi persoalan antara PT. Perumnas dengan Bapak Paidi, dimana 
sertifikat tanah masih merupakan nama  dari Almarhum Ayahnya. Dimana 
yang menjadi sengketa adalah Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 
01 Jeruk Sawit, terletakdi Dukuh Ploso Kerep, Desa Jeruk Sawit, 
Kecamatan Godangrejo, Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah. 
 Perumnas menganggap batas tanah lurus, tetapi kenyataan di 
lapangan menjadi tidak lurus dan kelebihan tidak lurus ditanami oleh 
Bapak Paidi. Perumnas menegur Bapak Paidi untuk mengembalikan batas 
semula sesuai dengan batas sertifikat masing-masing. Bila Perumnas dan 
Bapak Paidi tidak sepakat untuk mengembalikan batas sesuai sertifikat 
semula, maka Perumnas berharap dilakukan pengukuran ulang oleh Badan 
Pertanahan Nasional Karanganyar. 
 Untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah, diharuskan melakukan 
pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan. Yang dimaksud dengan 
pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 
pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi  
pengumpulan , pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan 
data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-
bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda 
bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak 
milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.  
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 Sertifikat hak atas tanah merupakan salinan buku tanah atau 
dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik 
suatu objek pendaftaran yang sudah ada haknya dan kemudian dijilid 
menjadi satu dengan sampul yang telah ditetapkan bentuknya, sehingga 
terciptalah sertifikat hak atas tanah. Jelaslah apabila seseorang memiliki 
sertifikat hak atas tanah akan merasa terjamin akan kepastian hak atas 
tanah yang dimilikinya, sebab apabila terjadi pelanggaran atas tanah hak 
miliknya maka pemilik tanah dapat menuntut haknya kembali. 
4.1.2 Upaya penyelesaian sengketa data fisik sertifikat tanah di kantor 
pertanahan Karanganyar 
Pada tanggal 31 Januari 2018 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten 
Karanganyar melakukan konfirmasi atas surat permohonan penyelesaian 
sengketa luas tanah antara Perumnas dengan Bapak Paidi dengan cara 
media. Dalam surat tersebut Pihak Kantor Pertanahan memberikan 
informasi bahwa pada Tanggal 9 Februari 2018 akan dilakukan mediasi di 
ruang mediasi seksi penanganan  masalah dan pengendalian pertahanan 
Kantor Pertnahan Kabupaten Karanganyar dengan keperluan sengketa luas 
tanah. 
Pada tanggal 12 Maret 2018 Surat N.426/33.13-600/III/2018 
menjelaskan perihak permohonan Surat Keputusan Penyelesaian Sengketa 
Tanah di Lokasi Jeruksawit Permai Perumnas, Kementrian Agraria dan 
Tta ruang memberikan penjelasan bahwa bahwa berkenan dengan surat 
No: Reg.V/Dolo/0368/III/2018 Tanggal 6 Maret 2018, bahwa petugas dari 
Perumnas yaitu Saudara Mulad dan Saudari Nami memberikan penjelasan 
2mengenai batas tanah yang tercatat di Sertifikat Hak Guna Bangunan 
No.1 Desa Jeruk sawit atas anam Perumnas berkedudukan di Jakarta. 
Batasnya mengalami perubahan yang seharusnya lurus, sekarang tanah 
warga menjorok ke tanah Perumnas. 
Pasal 38 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / 
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 tahun 
2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan menyatakan bahwa: 
“Apabila para pihak bersedia untuk dilakukan mediasi sebagaimana 
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dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1), maka mediasi dilaksanakan 
berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat bagi kebaikan semua 
pihak”. Proses atau tahapan penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi 
di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo. Akan tetapi pihak yang 
bersengketa tidak hadir dalam proses mediasi setelah dilakukan 
pemangilan dan permasalahan sengketa tanah ini diselesaikan pada 
Pengailan Negeri. 
Mediasi yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten 
Karanganyar menggunakan pendekatan secara persuasif dengan 
menitikberatkan pada winn-win solution untuk kedua pihak dengan 
mengedepankan prinsip asas keadilan. Pendekatan secara persuasif 
dibuktikan dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo melakukan 
pendekatan dengan pemanggilan para pihak secara terpisah, tujuannya 
adalah untuk mengetahui kemauan masing-masing pihak yang 
bersengketa, para pihak diberikan kesempatan secara transparan untuk 
mengajukan pendapatnya mengenai permasalahan tersebut akan tetapi 
pihak Bapak Paidi tidak hadir walaupun telah dilakukan pemanggilan 
sebanyak 2 kali. Kemudian Kantor Pertanahan melakukan penelitian 
lapangan untuk membuktikan kebenaran data yang diberikan para 
pihak.Setelah diperoleh kebenaran data para pihak dipertemukan dan 
mencari jalan keluar. Output dari mediasi ini adalah mediasi yang 
dilakukan tersebut mengalami kegagalan dan pihak Perumnas berusaha 
untuk melakukan mediasi selanjutnya, dan jika mengalami kegagalan lagi 
maka pihak Perumnas akan menempuh jalur hukum. 
4.2 Saran 
Diharapkan kedepannya para pihak yang bersengketa mengenai tanah melakukan 
proses evaluasi terhadap kepemilikkan tanah melalui sertifikat hak milik. 
Diharapkan kedepannya para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan 
masalsh sengketa tanah melalui proses mediasi dikarenakan efektif dan efisien 
waktu, proses, biaya dan tenaga. Diharapkan kedepannya Kantor Pertanahan 
Kabupaten Karanganyar dapat memberikan pelayanan yang optimal dalam 
menyelesaikan sengketa tanah. 
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